BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 696 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO KE-165

Menimbang : a.

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

bahwa sejalan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Sidoarjo
ke-165, dan upaya peningkatan partisipasi Wajib Pajak dalam
membayar pajak daerah dalam masa pemulihan ekonomi/
normalisasi perekonomian pasca pandemi Covid-19, perlu
kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa
bunga dan denda pajak terutang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pelayanan pajak
daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Ranglka
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke -165;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubeh
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuken
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungen
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerch
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht.n
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah



10.

11.

12.

13.

14.

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturen
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah oeberapa kali, teraklir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14},
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoa:jo
Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 15};

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoa:jo
Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoajo
Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 184);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8  Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerzh
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 2 Seri B, Tambahen
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 89);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerzh
Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaen
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Se ri
B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU . Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam Rangka
Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo Ke-165
KEDUA . Penghapusan sanksi administratif pajak daerah sebagaimana
dimaksud diktum kesatu, berupa:
a. Penghapusan bunga dan denda kepada Wajib Pajak yang belum
melakukan pembayaran atas pajak terutang untuk Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan Tahun
Pajak 2023 sampai dengan Tahun Pajak 2023,
b. Penghapusan bunga dan denda kepada Wajib Pajak yang belum
melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan Tahun
Pajak 2022 dan masa pajak Januari 2023 sampai dengan Oktoter
2023 meliputi:
1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran,;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah.
KETIGA . Pajak Hotel sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b angke 1
merupakan pajak hotel untuk sub jenis pajak:
a. losmen;
b. wisma pariwisata;
c. rumah kos;
d. penginapan dan sejenisnya;
KEEMPAT : Pajak Restoran sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b angka
2 merupakan pajak restoran untuk sub jenis pajak:
a. kafetaria dan sejenisnya;
b. rumah makan dan sejenisnya,
c. restoran dan sejenisnya,
d. warung dan sejenisnya,
KELIMA . Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf

b angka 5 merupakan pajak penerangan jalan yang sumber dayariya
atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.



KEENAM

KETUJUH

Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa
bunga dan denda pajak terutang sebagaimana dimaksud diktum
kesatu berlaku sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 29

Januari 2024.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 10 November 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal | Noemiser 2023




